BAB 1
PENDAHULUAN

A, LLATAR BELAKANG PENELITIAN

Kesehatan sehagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk
pemberian  berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui
penyelenggaraan pembangunan kesehatan yvang berkualitas dan terjangkau oleh
masyarakat. Dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan keschatan harus mampu
memberikan peningkatan derajat- keschatan dengan tetap  memperhatikan
perlindungan dan keselamatan, khususnya memben perlindungan hukum bagi

masyarakal di bidang kesehatan.

Oleh karena itu. dalam rangka memberikan kepastian dan peclindungan
hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberi dasar bagi pembangunan
kesehatan diperlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis, Perangkat hukum
tersebut hendaknya dapat menjangkau perkembangan yang makin kompleks yang
akan terjadi dalam kurun wakiu mendatang. untuk itu perlu penvempumaan

pengintegrasian perangkat hukum yang sudah ada.

(GGuna memberikan kepastian dan perlindungan hukum tersebut, maka
diaturlah suatu aturan hukum di bidang kesehatan. Adapun inti dari perlindungan
hukum int adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk
dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukwn yang dimilikinya dalam
kapasitasnya sebagai subyek hukum. Ini berarti huk/kewajiban dan kepentingan
sctiap warga negara (subvek hukum) dalam bidang kesehatan dijamin dan

dilindungi oleh negara melalui scperangkart aturan hukum.



Salah satu perangkat aturan hukum di bidang kesehatan ini adalah UU No.
36 Tahun 2009 Tentung Kesehatan (vang untuk selanjumya disebut dengan UU
Kesehatan). Di dalam UU Kesehatan ini diatur mengenat upaya kesehatan dengan
kegiatan pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan vang bertujuan untuk
mewujudkan derajat kesehatan vang optimal bagi masvarakat. Untuk itu perlu
dilakukan penvelenggaraan  suatu  upava  keschatan  dengan  pendekatan
pemeliharaan dan peningkatan  keschatan  (promotif), pencegahan  penyakit
(preventil). penyvembuhan  penyakit (kuratf) dan pemulihan kesehatan
(rehabilitatif), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (12)413). (14), (15) dan

Pasal 47 ULl Kesehatan.

Dalam upaya penvembuhan penvakit (kuratif) dan pemulihan keschatan
(rehabilitatif), menurut Pasal 63 Ayat (1) UL Kesehatan dapar dilakukan dengan
pengobatan dan atau perawatan untuk mengembalikan status kesehatan akibat
penyakit. mengembalikan fungst badan akibat cacat atau menghilangkan cacat,
Pengobatan dan atau perawatan ini dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan
ilmu keperawatan atau cara lun vang dapat diperlanggungjawabkan vang
pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga keschatan yang mempunyai keahlian dan

kewenangan untuk itu.

Pada cra globalisasi ini, kondisi masyarakat akan berubah sesuai dengan
perkembangan  pembangunan  khususnva  pembangunan  kesehatan, Denpan
pembangunan di bidang keschatan, masvarakat akan semakin mengerti kesadaran
pentingnya keschatan din sendiri. Pemerintah melindungi masyarakat dari adanya

alat kesehuatan yang tidak memenuhi keamanan, mutu, dan manfaat. Perlindungan



masyarakat termasuk tenaga kesehatan, khususnya yang bekerja di bidang

Radiologi diagnostik.

Aspek keselamatan dalam pemakaian tenaga nuklir di Indonesia dilindungi
oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang
Ketenaganukliran, yang pelaksanaannya diatur oleh Peramran Pemerintah
Republik Indoncsia Nomor 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion
dan Keamanan Sumber Radiocakuf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion
dan Bahan Nuklir, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor
363/MENKLES/PER/IV/1998  tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
pada Sarana Pelayanan Kesehatan. serta Peraturan Menteri Keschatan Republik
Indonesia Nomor T78O/MENKES/PERNVINNZ008  tentang  Penyelenggaraan

Pelayanan Radiologi

Dalam pengaluran tersebut, wewenang pelaksanaan dan pengawasan
dipisahkan dalam dua lembaga vang berbeda untuk menghindari tumpang tindih
kegiatan  pemanfadtan  dan  pengawasan  dan  sekaligus  mepgoptimalkan

pengawasan vang bertujuan untuk lebih menmpkatkan keselamatan nuklir.

Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
ketenaganukliran yang pesat telah mengakibatkan terjadinya perubahan pada
standar internasional yang harus disesuaikun dengan peraturan perundang-
undangan di Indonesia. Adapun perubahan meliputi, persyaratan izin tidak hanva
mempertimbangkan [aktor keselamatan radiasi, namun juga keamanan sumber

radioaktif dan bahan nukiir.
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Pemanfaatan tcnaga nuklic dibagi menjadi 2 bapgian, yaitu untuk energi
dan non-energi. Pemanlaatan energi nuklir untuk energi adalah dalam bentuk
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Sedangkan pemanfaatan energi nuklir dalam
bentuk non energi sangat banyak digunakan di Indonesia. salah samnya sepert
penggunaan zat radio-aktif dan sinar-X untuk Radielogi Diagnostik, Unrtuk semua

pemanfaatan tenaga nuklir ini, hal vang harus dintamakan adalah keselamatan,

Sesual dengan prinsip keselamatan radiasi bahwa di dalam pemanfaatan
tenaga nuklir harus didasarkan qzas manfaal., Dengan kata lain, penpgunaan
tenaga nuklir termasuk radiasi pengion, di berbagai bidang. keuntungan yang
didapat harus jauh lebih besar dan pada risiko vang ditimbulkannya. Demikian
juga penggunaan tenaga nuklir tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain yang

dapat membahayakan manusia.

Salah satw fungsi hukum adalah untuk melindungi para pihak yang terkait
dalam hubungan hukum, agar ketentuan-ketentuan yang dibual benar-benar dapat

melindungi para pihak, sehinpgpa terbentuk keadilan hukum.

Keadilan hukum tentunya selalu borsisi dua, adil bagi seseomng akan tidak
adil bag orang lain, sehingga perlu diambil ukuran lain vang bag: para pihak
terdapat keadilan yang scimbang. Seringkali pihak-pihak yang terkait akan
mengambil ukuran adil yang tentunya menguntungkan bagi dirinya, sehingpa
terdapat banyak pendapat bagi artinya adil. vang paling memadai adalah apa yang
dikemukakan oleh John Rawls, hahwa apa keadilan schagai kepantasan: Jusfice as

Jainess,



Herdusarkan uraian di atas, timbul pertanyaan apakah ketentuan tentang
keamanan peralatan radiasi pengion menyebabkan dipenuhinya perlindungan
hukum bagi tenaga kesehatan di bidang radiologi diagnostik” Untuk itu perlu
dilakukan penelitian dengan judul:

KFAMANAN PERALATAN RADIASI PENGION DIKAITKAN DENGAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KESEHATAN DI BIDANG

RADIOLOGLDIAGNOSTIK

(Penelitian Hukum Nermatil Terhadap PP No, 33 Tahun 2007 Tentang
Keselamatan Radiasi Pengion dan Kcamanan sumber Radicaktif dan PPNo.29
Tahun 2008 Tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan
Nuklir serta Permenkes No. 363 Tahun 1998 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi
Alat Kesehatan pada Sarana Pelayanan Kesehatan)

B. PERUMUSAN MASALAH PENELITIAN
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dalam penelitian
tesis ini akan dirumuskan perumusan masalah penelitian yang menjadi fokus
kajian dari penelitian ini, vaim sebagai berikut:
“Apakah ketentuan tentang kcamanan peralatan radiasi pengion menyvehabkan
dipenuhinya perlindungan hukwm. bagi-tenaga kesehatan di bidang radiologi

diagnostuk?”

Identifikasi Masalah Penelitian:
I.  apakah yang dimaksud dengan keamanan peralatan radiasi pengion?;
"

2. apakah yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di

bidang radiologi diagnostik?;



et

apakah ketentuan tentang keamanan peralatan radiasi pengion menyebabkan
dipenuhinva perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan di bidang radiologi

diagnostik?

TUJUAN PENELITIAN

Disesuaikan dengan perumusan masalah yang ada. maka penelitian tesis

ini bertujuan:

L

2.

Lot

.

untuk mendapatkan gambaran mengenai keamanan peralatan radiasi pengion:
untuk mendapalkan gambaran mengenal perlindungan hukum bagi tenaga
kesehatan di bidang radiologi diagnostik |

untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan ketentuan keamanan
peralatan radiasi pengion dan perlindungan hukum bagi tepaga kesehatan di

bidang radiologi diagnostik.
METODE PENELITIAN
Spesifikasi Penelitian

Dalam penclitian ini. spesifikasi penelitian vang digunakan adalah Melode

Penelitian Deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan spesifikasi penclitian adalah

sifat’karakteristik khusus alau kekhasan dari suatu penelitian, dalam hal ini yaitu

penelitian hukum, Dalam penelitian hukum. hukum memiliki sifat/karakteristik

khusus atau kekhasan, yaitu schagai suatu norma/kaidah yang mempedomani atau

sehagai patokan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya.

Pada penclitian hukum ini menurut Soetandvo Wignjosoebroto, penelitian

hukum normatil” atau doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang

dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep



dan atau sung pengembangnya, yakm metode kajian hukum dengan hukum yang
dikonsepkan scbagai asas keadilan dalam sistern hukum moral menuruti dokirin
aliran hukum alam, metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan
sehagai kaidah perundang-undangan menuruti doktrin aliran positivisme dalam
ilmu hukum, dan metode kajian hukum dengan hukum vang dikonsepkan sebagai
keputusan hakim in concreto menuruti doktrin fungsionalisme kaum recalis dalam

ilmu hukum.'

Sedangkan yang dimaksud dengan - deskriptif -analitis, yaiu membuat
deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakia, sifat
dan hubungan antar fenomena atau gejala yang diteliti sambil menganalisisnya,
vaitu meneari sebab akibat dun suaty hal dan menguraikannya sceara konsisten

dan sistemnatis serta logis.”

Dengan demikian yang dimaksud penclitian dengan spesifikasi penelitian
deskriptil’ analitis yaitu penelitian vang mcenggambarkan Secara menyeluruh
permasalaban vang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu hubungan antara
ketentuan keamanan peralatan radiasi pengion dan perlindungan hukum bagi
tenaga kesehatan di bidang radiologi diagnostik berdasarkan kerangka pemikiran
atau linjauan pustaka yang teruji keahsahannya. Selanjutnyva, spesifikasi penelitan
deskriptif analitis ini digunakan pula umuk menganalisis, yaitu mencari sebab
akibat dari permasalahan vang terdapal pada perumusan masalah dan

menguraikannya sccara konsisten, sistematis dan logis sesual dengan perumusan

' Lihar Soetandyo Wignjosocbroto, Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya)

Editor: [fdhal Kasim er @/, Elsam dan Homa, Jakarta, 2002, hlm. 147-164,
Lihat Moh. Nuzir, Merode Penelitian, Ghalia Indonesia, fakarta, 1985, hlm. 63, 72, 405, 406 &
427



masalah vang menjadi fokus dalam penclitian ini, yaitu analisis yuridis mengenai
hubungan antara ketenluan keamanan peralatan radiasi pengion dan perlindungan

hukum bagi tenaga kesehatan di bidang radiologi diagnostik.
2.  Mectode Pendekatan

Metode pendekatan vang dipergunakan dalam penelitian ini adalab
Metode Penelitian Yuridis Normatif. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka
metode menvangkut masalah cara kerja, vailu cara kerja untuk memahami obyek
yang menjadi sasaran ilmu vang bersangkutan” Dengan demikian, pengertian dari
kata “mctode” berarti suatu penvelidikan atau  penelitian }":.‘Hl;[:' berlangsung

menurut suatil rencand atay edra tertentu.*

Selanjutnva, kata atau istilah “pendekatan/approach” adalah scsuatu hal
(perbuatan atau usaha) mendckat atau mendekatkan.” Dalam konteks penelitian.
kata atau istlah “pendekatan‘approach” merupakan bentuk sistematis yang

khusus dari seluruh pemikiran dan telaah reflekiif®

Sedangkan vuridis normatif dalam penelitian ini berarti, bahwa hukum
memiliki  sifat/karakteristik -« khusus - atan kekhasan,  vaitu - sebagai  sualu
norma’kaidah vang mempedomani atau schagai patokan perilaku manusia dalam

berinteraksi dengan sesamanya. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatil

Lihat Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masvarakat, Gramedia, Takarta, 1977,
him. 6.

Lihat 1. 1, ). M. Wuisman, Penelitian Hmu-ilmy Sosial (Jiid [ Asas-asas) disunting oleh @ M
Hisyam, Lembaga Penerhit Fakultas Fkonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996, him 85-86;
Lihat pula C.A, van Peursen, Susunan lmu Penpetabwan (Sebush Pengantar Filsatar [Tmu)
diterjemahkan oleh * J. Drost, Gramedia, Jakara, 1992 hlm. 16,

Lihat Hilman Hadikusima, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi [fmu Hukum, Mandar
Maju, Bandung, 1995, him, 58-61,

Lilat Fred ™. Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behavioral diterjemahkan oleh: Landung R,
Simatupany, Gadjah Mada University Press, Y ogvakarta, 1992, him. 18,



berarti usaha mendekati atau mendekatkan masalah yang diteliti melalui
pemikiran dan telagh reflekuf terhadap sifat’ karakteristik khusus atau kekhasan

hukum yang normatif.

Dari uraian terscbut di atas, dapat disimpulkan bahwa vang dimaksud
dengan metode pendekatan vuridis normatif, yaitu suatu cara meneliti dalam
penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan pustaka atau data sekunder
belaka dan dengan menggunakan metode berpikir deduktf serta kriterium

kebenaran koheren,’

Adapun yang dimaksud dengan metode berpikir deduktif adalah cara
berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya
umum yang sudah dibuktikan bhahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan

® Sedangkan yang dimaksud  dengan

untuk sesuatu vang sifatnya khusus.
kebenaran koheren (the coherence theory of truth), adalah suatu pengetahuan.
leori, pernvataan, proposisi, atau hipotesis dianggap benar kalau sejalan dengan
pengetahuan, teori, pernvataan, proposisi, atau hipotesis lainnya. yaitu kalau

proposist itu mencguhkan dan Konsisten dengan proposisi scbelumnya yang

dianggap benar *

Lihat Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatil (Sustu Tinjauan
Singkat), Rajawali Pers, Jakana, 2001, hlm, 13-14,

Libat Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, MetodologiPenelitian. Mandar Maju, Bandung.
2002, hlm, 23,

Lilat A. Sonny Keraf & Mikhael Dua, [Imu Pengetahuan (Schush Tinjauan Filosofis),
Kanisius, Yogyakarta, 2001, hin. 68,
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f.. TEKNIK PENGUMPULAN DATA
‘. Jenis Diata

Data daput diklasifikasikan berdasarkan sifat data dan sumber darta.
Herdasarkan sifatnya (ciri-ciri khusus), data dapat diklasifikasikan menjadi data
kualitaif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbemya (tempat
diperoleh atau diambilnya). data dapat diklasifikasikan menjadi data primer dan
data sekunder. Data vang dipergunakan dalam penelitian ini, vaitu berdasarkan
sumbernya adalah data sekunder dan vang berdasarkan sifatnya adalah data

kualitatif’

Adapun yvang dimaksud dengan data sekunder vaitu data yang diperoleh
peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yvang merupakan hasil
penclitian dan pengolahan orang lain. yang sudah tersedia dalam benwk buku-
buku atau dokumentasi yang biasanya discdiakan di perpustakaan umum atau
perpustakaan milik pribadi.'” Sedangkan yang dimaksud dengan data kualitatif.
vaitu data yang menunjukan cirl dan sifat serta mutu atau kualitas dari suatu hal

berupa keadaan. proses, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka '

1 dalam penelitian hukom. data sekunder tersebut meliputi bahan hukum
primcr, bahan hukum sckunder, dan bahan hukum tertier.” Bahan hukum primer
adalah hahan hukum yang rerdapat dalam suatu aturan hukum atau teks otoritatif

seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan

' Liliat Hilman Hadikusuma, Loc.Cit. 5. hlm. &3,

U Lihat Hadan Nawawi & HM. Marting Hadari, Instumen Penehtian Bidang Sosial, Gadjah
Mada Unversity Press, Yogyakarta, 1995, hlm, 4849, Lihat pula Taliziduhu Wdraha, Research
i(Teor Metodologi Administrasi), Bina Aksarn, Jakarta, [985, him. 60-61,

Lihat Soerjono Seekanro & Sri Mamud)l, Lop. Cir 7, him. 13,

12
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taty usaha negara. Bahan hukum primer yang diperpunakan dalam penelitian ini
terdiri dari Lindang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, yang
pelaksanaannyva diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33
tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber
Radioakuf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tabun 2008
tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, dan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomaor
I63MENKES/PERAV/1998  tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Keschatan
pada Sarana Pelavanan Kesehatan. serta Peraturan Menteri Kesghatan Republik
Indonesia .~ Nomer 7BO/MENKES/PERNVILZ2008 tentang  Penyelenggaraan
Pelavanan Radiologi. Scdangkan bahan hukum sckunder adalah bahan hukum
vang diperoleh dart buku teks, jumnal-jumal asing, pendapat para saruna, kasus-
kasus hukum, sermta simposium vang dilakukan para pakar hukum mengenai
pemanlaatan sumber radiasi pengion, khususnya mengenal keamanan peralatan
radiasi dun perlindungan hukum bagi lenapa kesehatan di bidang radiologi
diagnosiik.

Sclain itu. dalam peneliian ini dipergunakan pula bahan hukum rtersier.
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum vang memberikan petunjuk atau
penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus
hukum, ensiklopedia. dan lain-lain. Baik bahan hukum primer maupun bahan
hukum sekunder diinventarisasi berdasarkan fokus permasalahan vang telah
dirumuskan  dalam  perumusan masalah dan  diklasifikasi menurut  bidang

kajiannya, agar memudahkan untuk menganalisisnya.

i1



2. Teknik Pengunpulan Data

Oleh karena data vang dipergunakan dalam penelitian inl adaiah data
sckunder yang bersifat kualitatif, maka metode pengumpulan data vang
diperzunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu kegiatan
(praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan (inventarisasi), dan mempelajari
(teaching and learning), serta memahami (reflektf, kritis dan sistematis serta
logis) data vang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritatif
(peraturan perundang-undangan. putusan hakim traktal, kontrak, kepulusan (ata
usaha negara, keﬁi_}akﬂn publik, dan lainnva). literatur atas buku teks, jurnal, arsip
atau dokumen. kamus. ensiklopedi dan lainnva yang bersifat publik maupun

privat
3, Teknik Analisis Data

Metode analisis data vang dicunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatil normatif, Karena penelitian imi tidak menggunakan konsep-konsep yang
divkur/dinyatakan denpan angka atau rumusan statistik, maka analigis terhadap
data sckimder dilakukandengan cara-herpedoman atau. berdasarkan norma /
kaidah hukum (dalam arti luas, yaitu yvang terdiri-dan nilai hukum, asas hukum,
kaidah hukum dalam arti vang sempit dan teks otontatif atau aturan hukum),
konsep hukum ataupun doktrin hukum vang terdapat pada kerangka pemikiran
atau tinjauan pustaka yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan dalam

penelitian .

Datam menganalisis data sekunder terscbut, penguraian data disajikan

dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan efektif serta sistematis schingga



memudahkan untuk interpretast data dan konstruks: data serta pemabaman akan
analisis vang dihasilkan. vaitu mencari sebah akibat dari suatu masalah dan
menguraikannya secara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan perumusan
masalah vang menjadi fokus penclitian ini, vaitu hubungan antara ketentuan
mengenal keamanan peralatan madiasi pengion dan perlindungan hukum hagi

tenaga kesehatan di bidang radiologi diagnostik.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian tesis ini diawali dengan lembaran judul penelitan dan lembar
persetujuan sebagai lembaran paling depan. adapun isi dari penelitian tesis ini
terbagi dalam 35 (lima) bab dan masing masing bab terdiri dani subbab guna
mempenelas ruang lingkup dan permasalaban vang ditelin. Adapun urutan

masing-masing bab serta pokok bahasannya adalah sebagai berikut:

Dimulal dengan penulisan Bab | yang merupakan Bab Pendahuluan berisi
tentang |.atar Belakang Penelinan. Perumusan Masalah Penelitian, Tujuan

Penelitian, Metnde Penelitian. dan Sistematika Penulisan:

Kemudian di dalam Bab [l akan diuraikan gambaran mengenai keamanan
peralatan radiasi pengion. Setelah subbah pengantar. uratan tersebut akan dimulai
dengan menguraikan tentang timjanan umum tentang pemanfaatan sumber radiasi,
yvang herisi uraian mengenal Pengertian Radiasi dan Radiasi Pengion, uraian
mengenal Sumber Radasi, serta uraian menoenai [dampak dan Risiko Radiasi,
Setelah itu dalam bab in1 akan diwrakan pula mengenai aspek  hukum
pemanfaatan sumber radiasi pengion vang berisi uraian mengenai Perizinan dan

Pengelompokan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion; Keselamatan Radiasi dan



Keamanan Sumber Radicaktif: serta urman mengenai Pengelolaun Limbah
Radioaktif. Selanjutnyva akan  diuraikan mengenal ketentuan-ketentuan  vang
berkaitan dengan keamanan peralatan radiasi pengion. Uraian dalam bab imi akan
diakhiri dengan subbab penutup sebagai simpulan dari apa vang telah diuraikan

dalam subsubah schelumnya.

Selanjutnva di dalam Bab 1l akan diuraikan tentang perlindungan hukum
bagi tenaga kesehatan di bidang radiologi diagnostik. Uraian dalam bab ini akan
dimulai dengan uraian. vang berisi penganiar  Tali dilanjutkan dengan uraian
mengenai Teori Pengavoman, Kemudian akan  diuraikan pula  mengenai
Pengertian dan’ Hakekat Perlindungan [lukun, yaung berikutnya dilanjutkan
denean ugaian mengenal perlindungan hukum bagi tenaga keschatan di bidang
radiologi diagnostik. Akhirnya uraian dalam bab ini akan ditutup dengan uraian

vang berisi menpenal kesimpulan dalam bab ini,

Setelah itu dalam Bab [V dibahas mengenai hubungan antara keamanan
peralatan radiasi pengion dan perlindungan hukum bagi (cnaga keschatan di
bidang radioloei diagnostik. Uraian dalam bab ini akan dimulai dengan uraian
tentang Pengantar. Selanjutnya akan dwraikan pula tentang keamanan peralatan
radiasi pengion dan uraian tentang Unsur-unsur dari perlindungan hukum bagi
tenaga keschatan di bidang radielogr disgnestik. Kemudian akan diuraikan
tentang analisis hubungan keamanan peralatan radiasi pengion dan perlindungan
hukum bagi tenaga keschatan di bidang radiologi diagnostik. Uraian dalam bab ini

akan diakhiri dengan uraian kesimpulan bab ini pada subbab penutup.

Akhirnya di dalam Hab ¥ akan dituliskan mengenai beberapa kesunpulan

vang dihasilkan dari penelitian tesis ini dan saran-saran yang ditujukan untuk
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berbagai pihak, serta dilengkapi dengan mencantumkan Daftar Pustaka yang
dipergunakan dalam Penelitian ini.
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